
5. Peraruran...

Menirnbang : a. bahwa unruk melakaanakanpemanfaatan semua potensi
tenaga pengukuran dan pemetaannon !'emetintah yang
ada di masyarakatdalam rangka pereepatanpendaftaran
tanah di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Peraturan
Menlor; Negara Agraria/Kepala Budan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor
Berlisensi;

b. bahwa peraturan sebagaimanadimakaud pada huruf a
belum dapat dilakaanakan secara maksimaJ, maka
peraturan tersebut perludiganti;

c. bahwoberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan NasionaJRepublik Indonesia
tentangSurveyorBerlisensi.

Meng;ngat 1. Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Oasar Pokok-pokokAgraria (Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaTahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor2043);

2. Undang-undangNomor 4 Tahun 20 I I tentang Informasi
Oeospasial(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor5214);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997tentangPendaftaranTanah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3696);

4. Peraturan !'emetintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2010 tentang Jeni. Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pertanahan NasionaJ(Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor5100);
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5. Perseorangan ...

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
I. Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di

bidang pengukuran dan pemetaan serta kemampuan mengorganisasi
pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran
tanah, yang mendapalkan Usensi daTi Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

2. Asiaten Surveyor Pertanaha.n adalah seseorang yang mcmpunyai
keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan yang diberi kewenangan
untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pernetaan dalam rangka
pendaftaran tanah, yang mendapalkan Lisenai dari Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.

3. Lisensi adalah izin yang dibcrikan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu
melaksanakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran
tanah,

4. Kantor Jase. Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut KJSB adalah
badan usaha, merupakan wadah bagi Surveyor Berlisensi yang bergerak di
bidang jasa pengukuran dan pemetaan yang telah mendapatkan izin usaha
dari mstansi yang berwenang dan telah memperoleh persetujuan dari
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIKINDONESIATENTANOSURVEYORBERLISENSI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tabun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebegaimana
telah diubah dengan Peraturan Preaiden Republik
Indonesia Nomor 85 Tabun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 20 I0 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa/Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanab;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Na.sional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanaban Nasional
dan Kantor Pertanaban.
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(2) Bentuk ...

Bagian Kedua
. Kantor Jasa Surveyor Berliaensi

Paragraf I
Bentuk K.JSB

Pasal3
(I) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang jasa pengukuran dan

pernetaan, K.JSB sebagaimana dimaksud dalam Paw 2 ayat (3) huruf a,
haNS berbentuk baden usaha yang mendapat pengesahan dan instansi
yang berwenang.

Pasal2
(1) Dalum rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah

Negara Republik Indonesia, Kepala BPN RI mengangkat Surveyor
Berlisensi.

(2) Surveyor Berlisensi mempunyai rugas membantu sebagjan rugas BPN RI
dalam mclaksanakan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan.

(3) Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dapat;
a. bergabung dengan K.JSB;atau
b. bertindak sebagai pcrseorangan.

5. Perseorangan adalah Surveyor Berlisensi selaku Perseorangan.
6. PekeJjaan adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan tematik dan/atau

dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data
RCndaftaran tanah.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah yang
ditunjuk pada Daflar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.

8. Pejabat Penerima/ Pemeriksa adalab Pejabat Penerima/ Pemeriksa Huil
PekeJjaan yang ditunjuk pada Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun
berjalan.

9. Dafter Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DlPA adalah
Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.

10. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya di.ingkat
BPN RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada eli
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai lugas
mclaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasion al,
regional dan sektoral.

11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
Kantor Wilayah BPN adalah BPN eli Provinsi yang dipimpin oleh Kepala
Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala BPN RJ.

12. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupateri/Kota yang dlpimpin oleh
Kcpala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II
KEDUDUKANSURVEYORBERLISENSI

Bagian Kesatu
Umum
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Bagian Ketiga ...

Pasal7
Daerah kerja KJSB meliputi acluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh
Kepala BPN RI.

Paragraf 4
Daerah Kerja KJSB

Paragraf3
Ruang Lingkup Pekerjaan KJSB

Pasal6
Ruang lingkup pekerjaon KJSB, meliputi kegiatan:
a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama

kali baik secara sporadik maupun sistematik; dan/atau
b. pengukuran dan pemetaan ternatik,
yang sumber dananya dibiayai melalui D1PABPN.

Paragraf2

Penugasan KJSB
PasalS

KJSB dalam melaksanakan tugasnya horus mendapatkan penugasan dan
supervisi dan Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Bentuk badan usaha KJSB acbagaimana dimaksud pada ayat (I), dapal
berupa:
a. Badan Usaha Peraeorangan; atau
b. Badan Usa.ha Perackutuan.

(3) KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dan paling sedikit
1 (satu) Surveyor Pertanahnn dan 2 (dua) Asisten Surveyor Pertanahan.

Pasal4
(1) Untuk berhak menjadi KJSB, Badan Usaha horus mendaftar di BPN RI

dengan melampirkan:
a. folOCOpyAnggaran DaSBrdan Anggaran Rumah Tongga (AD/Rl);
b. fotocopy Sural Keputusan Pengesahan Badan Uaaha;
c. fotocopy Sural Keterangan Oomisili;
d. fotocopy Nomor Pekok Wajib Pajak (NPWP);
e. fotocopy susunan pengurus;
f. fotocopy Lisensi dan Kartu ldcntitas Surveyor Bertisensi; don
g. fotocopy dafter peralatan ukur yang dimiJiki, disewa danl atau

kerjasama.
(2) Setelah Badon Usaha menjadi KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KJSB memberitahukan domisili kantor kepada Kepala Kantor WiJayah BPN
dan Kantor Pertanahan actempat.

·4 .



BAB III
KEWAJIBAN.HAKDANLARANOAN

6agian Kesatu
Kewajiban

Pasal 12

(1) Surveyor Berlisenai baik selaku KJSB maupun perseorangan yang telah
terdallar eli lingkungan BPN RI. wejib:
a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal9 ayat (1);
b. melaporkan ...

Pa.saI9
(1) Surveyor Berlisensi aelaku perseorangan aebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf b. dalam melaksanakan tugasnya harue
mendapaU<an penugasan dan supervisi dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Surveyor Berlisensi selaku perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(I), dalam melaksanakan rugasnya bertanggung jawab secara teknis
kepada:
a. Kepala 6idang Survel Pengukuran dan Pemetaan; atau
b. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

Paragraf2
Ruang Lingkup Pekeljaan Perseorangan

Pasal 10
Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berhsens! selaku perseorangan kegjatannya
meliputi:
a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama

kati baik secara sporadik maupun aistematik;
b. pengukuran dan pemetaan tematik; dan/atau
e. pengukuran dan pemetaan daJam rangka pemeliharaan data pendaftaran

tanah.
yang sumber dananya dibiayai melalui DIPA6PN.

Paragrar3
Daerah Ke.lja Perseorangan

Pasal 11
Daerah kelja Surveyor Berlisensi selaku perseorangan:
a. Surveyor Pertanahan meliputi seluruh wilayah Indonesia;
b. Asisten Surveyor Pertanahan meliputi wilayah daJam I (.BtU) Provinsi.

6agian Ketiga
Perseorangan
Paragrai I

Penugasan Surveyor Bertisen.i aelaku Perseerangan
Pasal8

Surveyor Berlisensi selnku perseorangan terdiri dan:
a. Surveyor Pertanahan; dan
b. Asisten Surveyor Pertanahan.

- 5 -



Bagian Ketiga...

Paoal 13
(I) Surveyor Berlisensi balk selaku KJSB maupun peracorangan yang telah

terdaftar di lingkungan BPNRI berhak:
a. memperoleh informasi tentang pekerjaan pengukuran dan pemetaan di

Iingkungan BPNRI;
b. menerima pekorjaan scauai penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan Paeat 9 ayal (I);
c. mendapatkan pembinaan dan arahan dori Kepala Kantor Wilayah BPN,

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabal yang ditunjuk sebelum
melaksanakan tugas;

d. memperoleh data dan informas! yang berkaitan dengan pekerjaan yang
ditugaskan dan pemberi tugas; danjatau

e. menerima pembayaran scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Oalam hal memperoleh penugasan dan/atau kontrak, KJSB berhak
mengilruti proses pelelangan.

Bagian Kedua
Hak

b. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaJesud
pada huruf a, termasuk Gambar Ukur yang ditandatangani oleh
Surveyor Bertieensi dan konsep Peta Bidang Tanah/Surat Ukur yang
akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kepada pemberi
tugas;

c. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
d. menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
e. mengadministrasikan semua pekerjaan yang ditugaskan secara tertib

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. menjaga kerahasiaan data, dokumen atau warkah tanah milik BPNRI,

Kantor Wilayah BPNdan/atau Kantor Pertanahan.
(2) Oalam hal KJSB mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Paw

S, dan:
a. Kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk, KJSB w'llib melapor dan

meminta arahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPNdanjatau Kepala
Kantor Pertanahan tempal lokasi penugasan sebelurn melaksanakan
pekerjaan; atau

b. Kopala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk, KJSB wajib
melapor dan meminta arahan kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat
lokasi penugasan,

sebelum melaksanakan pekerjaan.
(3) Oalam hal pelaksanaan pekerjaan, KJSB wajib memprescnta.sikan rencana

dan hasil pekerjaan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN danjatau Kepala
Kantor Pertanahan.
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Bagian Kedua...

Pasal 16
(1) Setelah menerima hoeil pekerjaan sebagaimana dima.ksud Pasal 15 ayat (2)

huruf c, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuk melakukan perneriksaan kualitas/kendali mutu
terhadap hasil pekerjaan KJSB.

(2) Dalam hal hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud peda ayat (I) tidak
memenuhi persyaratan teknis, maka Kopala Kantor Wilayah BPN, Kepala
Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan KJSB
untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan dimaksud paling
lambat 7 (tujuh) han kerjn setelah diteliti.

(3) Perbaikan pekerjaan eebagaimana dimaksud pede ayat (2) diJakukan tanpe
memungut biaya tarnbahan dari pemohon.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh KJSB

PasallS
(I) Tata cara pengadaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan daJam ranS)ca

pendaftaran tanah yang dikerjakan oleh KJSB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme
pelelangan sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan yang akan dilaksanakan
eesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KJSB yang telah mendapatkan penugasan dan/atau kontrak untuk
pekerjaan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (I) dan Kepala BPNRI, Kepala
Kantor wUayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, harus:
a. berpedoman peda penugasan dan/atau surat perlntah kerja yang telah

disepakati bersama;
b. berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
c. menyelesaikan dan menyerahkan hasH pekerjaan sesuai dengan batas

waktu sebagaimana dalam penugasan dan/atau kontrak.

BABIY
PELAKSANAANPEKERJAAN

Pasal 14

Surveyor Berlisensi balk selaku KJSB maupun perseorangan yang telah
terdaItar di lingkungan BPN RI dan rnendapat penugasan sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal S dan Pasal9 ayat (I) dilarang:
a. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSB

dan/atau Surveyor Berlisen.i lain;
b. menyalahgunakan hasil pekerjaan; dan/atau
c. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah BPN RI, Kantor

WUayab BPN dan/atau Kantor Pertanahan yang diperoleh dari pemberi
tugas.

Bagian Ketiga
Larangan
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Paw 20 ...

Pasal 19
(I) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3),

menjadi dasar Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan menerbitkan Surat Tugas
Pengukuran dan Pemetaan dalarn rangka Pendaftaran Tanah kepada
Surveyor Berliaensi.

(2) Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan oebagaimana dimaksud pada ayBt
(I), dibuat sesuai dengan Lampiran V.

(3) Surveyor Berliaensi aebagaimana dimaksud pada ayat (1). melaksanakan
dan menyerahkan huil pekerjaan kepada Kepala Bidang Survei
Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Sekei Survei Pengukuran dan
Pemetaan c.q. Kepala SeksJ Pengukuran Bidang atau Kepala SUb-Seksi
Pengukuran dan Pemetaan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dibuat sesuai dengan
Lampiran VI.

Pasal 18
(1) Surat Keputusan sebagajmana dimaksud daJam PasaJ 17 ayat (4),menjadi

dBsar Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi
Survei Pengukuran dan Pemetaan untuk menyampaikan nota dinae
kepada PPK perihal Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan daJam
rangka Pendaftaran Tanah yang akan dilaksanakan oleh Surveyor
Bertisensi per bidang tanah atau per bulan atau per desa/kelurahan.

(2) Nota dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (I), dibuat sesuai dengan
Lampiran Ill.

(3) PPKKantor WiJayah BPNatau Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I). membuat Surat Perintah Kerja pelaksanaan Pekeljaan
Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah oleh
Surveyor Berlioenai.

(4) Surat Perintah Kerja aebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat aesuai
dengan Lampiran IV.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh Surveyor Berlisens' Perseorangan

PasaJ 17
(1) J<antor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan

pengukuran dan pemetaan pada wilayah kerjanya.
(2) Pengumuman sebaga'mana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan

Lampiran I.
(3) Surveyor Bertioenei oelaku perseorangan yang berminat terhadap

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar ke
Kantor Wilayah BPNatau Kantor Pertanahan.

(4) Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan
Surat Keputusan tentang Surveyor Berlisensl oebagai Pelaksana Pekerjaan
Pengukuran dan Pernetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah yang
memenuhi persyaratan.

(5) Surat Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesual
dengan Lampiran II.

·8·



d. Strata ...

Pasal21
Dalam hal terdapat permasalahan di lapangan pada seat melakukan
pengukuran sebingga menyebabkan tertundanya pekerjaan, KJSB dan
Surveyor Bertisens; selaku perseorangan, melaporkan pennasalahannya
kepada Kepala Kantor Wilayah BPNdan/atau Kcpala Kantor Pcrtanahan.

BABV

PENGANOKATANDANPEMBERHENTIAN
SURVEYORBERLISENSI

Bagian Kesatu
Ujian Surveyor Berlisensi

Pasal22
Persyaratan untuk mengikuti uJian bagl calon Surveyor Pertanahan
antara lain:
a. Warga Negara Indonesia;
b. fotocopy kartu tanda penduduk;
c. surat permohonan, dibuat sesuai dengan Lampiran X; dan

Pasal20
(1) Kepala Bidang Survel Pcngukuran dan Pemetaan atau Kepala Sekei Survei

Pcngukuran dan Pemetaan melakukan pemeriksaan kualitas/kendali
mutu terhadap hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan Surveyor
Berllsensl.

(2) Dalam hal basil pekcrjaan sebagaimnna dimaksud pada ayat (I)
dinyatakan telah memcnuhi syarat tcknis yang ditentukan, Pcjabat
Pcnerima/Pemeriksa membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(3) Berita Acara sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan
Lampiran VII.

(4) Dalam hal hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dinyatakan tidak memcnuhi 'yatat tcknis yang ditentukan, maka Kcpala
Bidang Survei Pcngulruran dan Pcmetaan atau Kepala Seksi Survei
Pengukuran dan Pemetaan memerintahkan Surveyor Berlisensi selaku
perseorangan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan
dimaksud paling lambat 7 [tujuh) hari kerja setelah diteliti.

(5) Pcrbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dilakukan
tanpa memungut biaya tambaban dan pemohon.

(6) Dalarn hal Berita Acara sebagairnana dimaksud pada ayat (2) telab
ditandatangani, Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pcmetaan atau
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan menyampaikan nota dinas
perihal Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka
Pcndaftaran Tanah yang telah seleeal kepada PPK.

(7) Nota dina, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan
Lampiran VlIl.

(8) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar PPK
memerintahkan Bendahata untuk melakukan pembayaran sesuai dengan
penugasan disertai kuitansi kepada Surveyor BerUsensi eebesar yang
ditcrima oleh Pctugas Ukur Badan Pcrtanahan Nasional dan dipotong
Pajak Pcnghasilan (PPh) sesuai pengenaan pajak profeai berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku.

(9) Kuitan8i sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan
Lampiran IX.

·9·



(2) Persyaratan ...

Pasal25
(1) Surveyor Bcrlisensi aebelum menjaiankan jabatannya wajib diambil

sumpab/janji jabatan menurut agarna/kepercayaan masing-masing,
Surveyor Pertanahan oleh Kepala BPNRI atau Pejabat yang ditunjuk, dan
Asieten Surveyor Pertanahan oleh KopalaKantorWilayahBPN.

(2) Pengambilan sumpab/janji jabatan Surveyor Bcrlisenai sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), diruangkan dalam Bcrita Acara yang
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Rohaniawan dan para sakai.

(3) Bunyi aumpah/ janji jabatan Surveyor Berlisensi sebagaJmana dimaksud
pada ayat (I), sesuai dengan LampiranXI.

Bagian KeLiga
Perpanjangan Lisensi

Pasal26
(I) Lisensi yang telah habis masa berlakunya sebagalmana dlmaksud dalam

Pasal 24 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan persyaratan antara lain:
a. mengajukan surat permohonan;
b. fotocopyUsensi; dan
c. Surat Pemyataan Pengalarnan PekeJjaan paling sediklt 50 (lima puluh)
bidang tanah yang dibuktikan dengan Oambar Ukur yang dihasiJkan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Surveyor Berlisensl

Pasal24
(I) Kepala BPN RI atau pejabat yang d'tunjuk memberikan Lisens' kepada

Surveyoryang telah lulu. ujian seleksl,
(2) Kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk mengangkat dan mengambil

sumpah Surveyor menjadi Surveyor BcrUse nsi.
(3) Pengangkatan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pacla ayat (2)

berla.ku 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia
makaimal 60 (enam puluh) tahun,

(4) Surveyor Berlisensi membayar b'aya uj'an, biaya pengangkatan dan biaya
pengambilan sumpah aesuaJ dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal23
Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi calon Asisten Surveyor Pertanahan
antara lain:
B. Wargo Negara Indonesia;
b. fotocopykartu tanda penduduk;
c. surat permohonan, yang dibuat dengan bentuk dan format sebagaimana

LampiranX;
d. Lulusan pendidikan Diploma I Program Studi di bidang Pengukuran dan

Pernetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditaai utau Sckolah Tinggi
Kedinosan yang terakreditasi.

d. Strata Satu (SaJjana) Program Stud. d. bidang Pengukuran dan Pemetaan
dari Perguruan Tinggiyang terakreditasi atau yang setara, atau Perorangan
yang berpengalaman di bidang Pengukuran dan Pemetaan yang berasal
daTiSlmta Satu (SaJjana).
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BAB VII ...

Pasol31
(11 Setiap Surveyor Berlisenai wajib memiliJd sternpel yang dibuat dengan

bentuk dan format sebagaimana Lampiran XIII.
(2) Sctiap KJSB wajib memUiki sternpel yang dibuat dengan bentuk dan (onnat

sebagaimana Lampiran XIV.

BABVI
KARTU IDENTITAS, KOP SURAT DAN STEMPEL

Pasal29
(1) Surveyor Berlisensi saat melaksanakan pekeriaa» wl\iib mengenakan Kartu

Identita •.
(21 Dalam hal Kartu Idenutas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUang atau

rusak, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan Kartu Identitas
Pengganti kepada Kepala BPN RI.

Pasa130
Sctiap KJSB wajib memiliJd Kop Sural yang dibuat dengan bentuk dan (ormat
sebagairnana Lampiran XII.

Pasal28
Dalarn hal Surveyor Bertisensi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) huruf B, ahli wan. memberitahukan kepada Kepala BPN RI,
Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Keempal
Pemberhentian Surveyor Berlisensi

Pasal27
(1) Pemberhentian sebagai Surveyor Berlisenai secara otornatls dalam hal:

a. meninggaJ dunia; atau
b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

(2) Pemberhentian sebagai Surveyor Berlisensi dengan surat keputusan dalam
hal:
a. atae permintaan sendiri;
b. dinyatakan sebagal terdakwa karena melakukan undak pidana dengan
ancaman hukuman maksimum 5 (lima tahun]: atau

c. Lisenai dicabut oleh Kepala.

(2) Persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), disampaikan kepada
BPN RI paling lambal3 (tlga) bulan sebelum masa berakhirnya Lisensl.

- I I -



BABIX ...

Paw 35
(I) Pelangpran terhadap kewajiban dan larangan di dalam Peraturan ini

dan/atau berdasarkan evaluasi kinerjadapat dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pencabutan lisensi; atau
c. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
(2) KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku peraeorangan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Paw 25. Pasal 29.
Pasal 30, Pasal 31 atau Pasal 33 Peraturan ini atau berdasarkan hasil
evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Paw 34 ayat (2).dikenakan
aanksi administratif.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalarn Pasal 14huruf a dikenakan sanksi
adminiaLratif.

(4) Pelangpran terhadap ketenruan dalam Paw 14 huruf b dan huruf c
dikenakan sanksi pencabutan liaenai dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.

Pasal34
(1) Kepala BPN RI. Kepala Kantor WitayahBPN. Kepala Kantor Pertanahan

atau pejabat yang ditunjuk metaksanakan pengawasan terhadap
peleksanaan tugas KJSB dan Surveyor BcrUsensi selaku perseorangan
dalam witayahkerjanya.

(2) Hasit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), akan digunakan
sebagaJ bahan evaluasi terhadap kinerja KJSB dan Surveyor Berlisensi
selaku perseorangan.

BABVIII
PEMBINAAN.PENGAWASANDANSANKSI

Pa8a133
(I) Surveyor Berlisensi wajib mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh

BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan dan/atau asosiasi
proresidi bidang pengukuran dan pemetaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan secara
berkaJameliputi:
a. peraturan baru di bidang pertanahan;
b. peraturan baru yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan;dan
c. perkembengan teknologipengukuran dan pemetaan; dan
d. kodeetik profesi.

BABVII
ORGANISASIPROFESI

Paw 32
Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, Surveyor Berlisensi hams:
a, menjadi anggota organisasi profesi di bidang pengukutan dan pemetaan:

dan
b. mentaati Kode Etik Profesi yang dibuat oleh organisasi profesi.

- 12 -



Paaa.l38 ...

PasaJ 37

Pnda saat Peraruran ini mula! berlaku:
1. Peraturan Menteri Negara Agrana/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor:2 Tahun 1998 len tang Surveyor BerUsensi;
2. Keputusan Menten Negara Agraria/Kepala Bedan Pertanahan NasionaJ

Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menten
Negara Agraria/KepaJa Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998
tentang Swveyor Berlisenai; dan

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan
Peraturan ini,

dleabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MBX
KETENTUAN PENlITUP

Pads saat Peraturan ;n; berlaku:
(1) Surveyor Berlisens; yang tetah mendapatl<an Lisensi berdasarkan

ketentuan Peraturan Menlen Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Naaional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Swveyor BerUsensi wajib mendaftar
uiang kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama
1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

(2) Surveyor Berlisenai sebagaimana dimaksud ayat (I) d;terbitkan Surat
Keputusan yang baru dengan daerah keljanya serta diambil sumpah
apabila belum dila.kannnknn sumpah sebelumnya.

(3) Papan Nama, Stempel dan Kop Surat Surveyor Berlisensi berdaaarkan
Peraturan Menten Negara Agrana/Kepala Badnn Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisens! dinyatakan tidak
berlaku.

(4) Selurub dokumen halll pengukuran Surveyor Berlisensi berdaaarkan
ketentuan Peraturan Menten Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi, dinyatakan sah
dan tetap berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan ini.

(5) Untuk mendapatkan penetapan sebagal KJSB, atas Badan Usaha baik
yang:
a. berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
b. bergerak dalam bldangJasa Pengukuran dan Pemetaan;
c. mempunyai Surveyor Berlisensi;
yang telah berdiri sebelum peraturan ini berlaku, w~ib mcndaftar kepada
BPN RI paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

BABlX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal36
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BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2013 NOMOR 1013

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

~

Diundangkan di Jakarta
padatanggaJ 13 AlI"stu. 9.013

HENDARMANSUPANDJI

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 22.1ul1 3)13

KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL
tro~BLIK INDONESIA,

Pasal38
Peraturan KepaJaBadan Pertanahan NasionaJRepublik Indonesia ini mulai
berlaku pada tanggaJdiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kep9Ja Badan Pertanahan NasionaJ Republik Indonesia ini dengan
penempatannyadalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
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NJP .
................. III" tttt II .. It t t" II II II "' .

Kepala KanLOrWilayah BPN Provinsi ...... I
Kantor Pertanahan
Kabupaterr/Kota ..

............... , .

Demilcian untuk menjadi maklum .

Dalam rangka pereepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, dengan inl

diumumkan bahwa KanLOr Wilayah BPN Provinsi ...... /KanLOr Pertanahan

Kabupaten/KoLa ....... pada Tahun Anggaran 20.. akan melaksanakan

pengadaan pekeljaan penguJruran dan pemetaan .

Kepada Surveyor Berlisensi baik Surveyor Pertanahan maupun Asisten

Surveyor Pertanahan dengan wilayah kerja Provinst .... /Kabupaten/Kota .....

yang benninat dapat mendaftarkan din pada :

TanggaJ

Pukul
Alamat : KanLOrWilayah BPN Provinsi .......

Jalan ....... aLaU

Kantor Pertanahan Kabupaten/KoLa .......

Jalan .......

PBKQUJIUIW!

PEKBRJAAK PBKgyKt/MJlf DAK rp«ETAAJ! "" ..

TAUJlJf AJ!OOARAJC ..
Nomor: .

KAlfTOR WlLAYAH BPK PROVDf81 /
KAlfTOR PltRTAKABAJf KABUPATItlI/KOTA .

Alamal : Jalan ........ Telp/Fax ........

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BWAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANO SURVEYOR BERLISENSI

- 1 -



f. Peraturan ...

Menimbang: a. Babwa daJam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran
dan pemetaan diKantor Wilayab
BPN Provinsi.. /Kantor Pertanaban Kabupaten/Kota .
sebagian pekerjaan pengukuran dan pemetaan .
dapat dilaksanakan juga oleh Surveyor Berlisensi;

b. Bahwa penugasan Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan
pengukuran dan pernetaan di Kantor Wilayab
BPN Provinsi.. /Kantor Pertanaban Kabupaten/Kota .
yang dibiayai dari D1PATabun Anggaran .... perlu ditetapkan
dengan suatu Surat Keputusan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Undang-undang Nornor 4 Tabun 2011 tentang Informasi
GeospasiaJ (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun
201) Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52141;

c. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

d. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Alas Peraturan Presiden Nornor 54 Tabun
2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pernerintah;

e. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tabun 2010 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pertanaban NasionaJ.

TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI SEBAGAI PELAKSANA

PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEIIETAAN .
YANG DIBlAYAI DAR!

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANOGARAN (DIPAI
KANTOR WJLAYAH BPR PROVJNSI •••••.•.••••/

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA .
TAHUN ANGOARAN .

SURAT KEPUTUSAN
Nomor :............•................

AJamat : JaJan Telp/Fax .

KANTOR W1LAYAH BPN PROVlNSI ••••...•.•.. /
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA .

LAMPIRANIJ
PERATURAN KEPALA SADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANGSURVEYORBERLlSENSI
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Oitetapkan di .
pada tanggaJ .

KEPALAKANTORWILAYAHBPN PROVINSI.....1
KANTORPERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA .

Keputusan KepaJa Kantor Wilayah BPN Provinsi /Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Surveyor
BerUsensl sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengukuran dan
Pemetaan yang dibiayai dan Oaftar Islan
Pelaksanaan Anggaran (OIPA) Kantor Wilayah BPN
Provinsi... .... /Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 20 ...
Nama-nama Surveyor BerUsensi tersebut dalam lampiran
keputusan ini diangkat aebagai Pelaksana PekeJjaan
Pengukuran dan Pemetaan pada
Kantor Wilayah BPN Provinei 1 Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 .
Kepada Surveyor Berlisensi dapat dibayarkan imbaJan ja88
alas pekerjaan yang telah aelesai dilaksanakan yang
dibebankan pada DIPAKantor Wilayah BPN Provmsi.. 1
Kantor Pertanahan Kabupatenl Kota Tabun Anggaran
20...

MEMUTUSKAN

f. Peraturan Menteri Negara Agrarlal Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tabun 1997 ten tang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;

g. Peraturan Menten Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tabun 1998 Tentang Petugas Ukur Non­
PNS Jo. Keputusan Menten Negara Agrana 1 Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Agrarial KepaJa Badan Pertanahan Na.aional Nomor 2 Tahun
1998 Tentang Petugas Ukur Non-PNS;

g. Peraturan KepaJa Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pengaturan dan
Pelayanan Pertanahan;

h. Sural Keputusan KepaJa Kantor Wilayah BPN Provinsi •...•••1
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .
Nomor : tanggaJ penhaJ .

i. Oaftar Isian PeJaksanaan Anggaran (OfPAl Kantor Wilayah
BPN ProvinsL .] KepaJa Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran No TanggaJ .

- 3 -
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Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinai ...... /Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ......

NIP .

Kepala Bidang/Seksi
Survey. Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Wilayah BPN Provina; ...... /

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota .

Demikian untuk mohon diterbit.kan Surat Perintah Kerjanya.

DaJam rangka pengadaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan
..................... bersama ini disampa.ilcan daftar pekerjaan pengukuran dan

pemetaan yang akan dilaksanakan oleh

Surveyor Bertlaenai aebagaimana terlampir.

Penyampaian Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan
............ yang akan Dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi

Tanggal

Lampiran
Hal

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kantor WilllYah BPN Provinai

.. ..... /Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ......

Kepala Bidang/Seksi Survey. Pengukuran dan PemetaanDati

IfOTA DIIfAS
NOMOR:

Alamat : Jalan ........ Telp/Fax ........

KAlfTOR WILAYAH BPN PROVIK8J /
KAlfTOR PBRTAlfAHAlf KABVPATEII'/KOTA ..

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANOSURVEYORBERUSENSI

NIP .
... "., ,", .. "."',, II"" t,. to .t.
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NIP ..

Kepala Bidang/ Seksi
Survey, PenguJcurandan Pemetaan
Kantor WiJayahBPN Provinsi ...... I

Kantor Pertanahan
Kabupalenl Kota .

Pekerjaan pengukuran dan pemetaan .
sebanyak (satuan)
dilaksanakan oleh (nama Surveyor Berliaensi).

B. APBN/APBO

Atau

SURVEYORBERUSENSI01302 LUASNO

A. PNBP

KAN1'OR WILAYAH BPN PROVINSI ....... 1
KAN1'ORPERTANAHANKABUPATEN/KOTA .

DAF1'AR PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Nomor
1'anggal

Lampiran Nota Oinas Kepala Bidang/Seksi Survey, PenguJcuran dan
Pemetaan

- 5-



NIP .
....... t 1If!'!!!.I" "" 11" """""'" II t! tit!" .

Untuk dan alaS nama
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...... /

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
Pejabat Pembuat Komitmen,

Oemikian untuk dilaksanakan seauai ketentuan yang berlaku.

Berdaaarkan Nota Dinas KepaJa Bidang/Seksi Survei Pengukuran dan
Pemetaan No TanggaJ Perihal ..•......•...•............... , yang bertanda
tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah BPN Provinsi
•.....••••...../ Kantor Pertanaban Kab/Kota •.•.•.•.•....... dengan ini
memerintahkan kepada:

I) Nama : Abdul Gani, ST.
2) Alamat : JI. Mojokerto No. 15, Kab./Kota ..•..•...
3) Pekerjaan : Surveyor Pertanahan Wilayah ..•........
4) NSK
5) Untuk melaksanakan

Pekerjaan pengukuran dan pemetaan ••...•......•...•...•...•.••....••..........•...•.
6) Beban Biaya : DIPA Tahun Anggaran 20 .
7) Beaar Biaya : Rp .
8) Jangka Waktu : han kerja seJakSPK in; diterbitkan
9) Hasil pekerjaan yang harus diserahkan:

a) .
b) ..
c) .

SURAT PERINTAH KERJA
Hornor: .

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI /
KANTOR PERTANAHAN KAB./KOTA .
JL ..•...•..•......••..•...•..... Telp..•......... , .........•••

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
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NamaPcmohon : ..

NIP ..Mcngctahui

Atas Nama
Kepala Kantor Wilayah Provinsi ..../

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang/Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Pada tanggal :

Bahwa benar Petugas Ukur telah
datang ke lokasi

PadaTanggal

2. Lokasi dan Volume Kegiatan :
a. Oesa .
b. Kecamatan : ..
c. Volume : (aatuan)

3. Wakru:
a. Mulai Tanggal ..
b. Sampai Tanggal : ..

4. Blaya dibebankan pada :
a. Dl 305 ..
b. 01 302 : (DIPA)

5. Hasil PelaksanaanTugas supaya dilaporkan.
Oemikian Sural Tugas ini dibual untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab dan dipergunakan sebegaimana mestinya.

Dikeluarkan di . .. ..

: Melaksanakan rugas penguiruran dan pemetaanb. Oengan rugae

No Nama I NIP NSK Jabatan
1. NamaSurveyor Surveyor/Aaiaten Surveyor

Berlisensi Pertanahan

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi / Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ......... menugaskan kepada :
1. a. PetugasUkur

SURATTUOASPENOUKURANDANPEMETMN .
Nomor: .

LAMPIRANV
PERATURAN KEPALA BAOAN PERTANAHAN
NASIONA.LREPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANOSURVEYORBERLISENSI

BAOANPERTANAHANNASIONALREPUBUK INDONESIA
KANTORW1LAYAHBPNPROVINSI /
KANTORPERTANAHANKAB./KOTA .
JL Telp ..
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'leoret yang tidak perlu
(Matera; aecukupnya)

Surveyor/Asiaten Surveyor Pertanahan,Kepala Bidang/Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Mengetahui,

2. Bahwa saya dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan .
telah berpecloman pada kontrak atau surat perintah kerja serta perunjuk
teknis yang ditetapkan;

3. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap basil pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, apabila di kemudian
han terjadi perkara perdata maupun pidana ata. bidang-bidang tanah
tersebut, make perkara tersebut merupakan tanggung jawab pribadi saya
dengan tidak melibatkan Pejebat dan atau Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dan etau Kantor Wilayah Badan Pertanahan
NasionaJ Provinsi .

Demildan Berita Acara ini dibuat dengan eebenarnya unruk depat
dipergunaken sebagaimana mestinya.

NO NIB LOKASI PEMOHON
1

2

3

dst

berdasarkan Kontrak/Surat Perintah Kerja , Nomor , menyatakan:

1.Bahwa saya telah melaksanakan pengukuran dan pemetaan sejumlah .
(.....) bidang tanah;

Nama
NomoTLisensi/KJSB
A1amatKJSB

Pada han ini , tanggal bulan tahun , Saya
yang bertanda tangan di bawah in; :

BERITAACARAPENYELESAIANPEKER.JMN
Nomor.

LAMPIRANVI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBLIKINDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANOSURVEYORBERLISENSI
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NIP
..................................................

Untuk dan atas nama
Penerima/ Pemeriksa Barang,

PIHAK II

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Lainnya

Surveyor Berlisensi/ Asisten Surveyor
Berlisensi,
PIHAK I

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, c1itandatangani bersama tanpa
ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan ini menyatakan:
1) P1HAK I telah menyerahkan hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan

.............................................. sesuai dengan Penetapan Pejabat Pengadaan
Nomor tanggal , sebagairnana terlarnpir.

2) PIHAK II telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan serta menyatakan
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

: Kepala Bidang/Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
selaku Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna
Anggararr/Pejabat Pernbuat Komitmen Kantor Wilayah BPN
Provinsi /Kantor Pertanahan Kab/Kota , selanjutnya c1isebut
PIHAK KEDUA (PIHAK II).

11. Nama
NIP
Jabatan

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda
tangan di bawah ini :

I. Nama .
Alamat : JI. No r Kab/Kota .
Pekerjaan : Surveyor Berlisensi/ Asisten Surveyor Berlisensi,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya
disebut PIHAK KESATU (PIHAK f).

BERITA ACARA 8ERAH TERIMA HABIL PEKERJAAN
PENGUKURAl'f DAN PEllETAAN .

KANTOR WlLAYAH BPI( PROVIN8I /
KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA ••••••••••.•

Alamat : Jalan Telp/Fax .

KANTOR WlLAYAH BPR PROVIN81 •••.••••••.•/
KANTOR PERTANAHAN KABUPATER/KOTA /

LAMPIRANVII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
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NIP ..
.",t,t: "!,t,,,tttt ,'cccccc• t .,"'!!'CC1' ""!t, ••...... :It t, t"t!t,.!; I .....

Untuk dan etas nama
Penerima/ Pemeriksa Barang,

PIHAKII

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Lainnya

Surveyor Berlisenai,
PIHAKI

I~~I ~~NISBARANG

Larnpiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengukuran Dan
Pemetaan Untuk 01 302 Nomor ..

• 10·



Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...... /KanlOr Pertanahan
Kabupaten/Kota ......

NIP .

Kepala Bidangj' Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Wilayah BPN Provinsi 1

Kantor Pertanahan
Kabupaten/ KOla .

Demikian untuk mohon dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Bersama ini disampaikan daftar pekerjaan pengukuran dan pemetaan

............................. yang Lelah selesai dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi

sebagaimana terlampir,

Penyampaian Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan
... yang Telah Selesai Dilaksanakan oleh
Surveyor Berlisensi

Dan
Tanggal

Lampiran

Hal

Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah BPN Provinsi

. /Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidangl Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Yth.

ROTA DIRAS
NOMOR:

Alamat : Jalan Telp/Fax .

KANTOR WlLAYAH BPR PROVUfSI /
KANTOR PERTAlfAHAN KABUPATER/KOTA /

LAM PI RAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANO SURVEYOR BERLISENSI

- II -



NIP .

Kepala Bidang/Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...... 1

Kantor Pertanahan
Kabupatenl Kota .

Pekerjaan pengukuran dan pernetaan .
sebanyak (satuan)
dilaksanakan oleh (nama Surveyor Berlisensi].

B. APBN/APBD

Atau

NO 01302 LUAS SURVEYORBERUSENSI

A. PNBP

KANTORWILAYAH BPN PROVINSI .•.....1
KANTOR PERTANAHANKABUPATEN/KOTA .......

DAFTAR PEKERJAAN PENGUKURAN OAN PEMETAAN

Nomor
Tan~a1

Nota Dina. Kepala Bidang/Seksi Survey. Pengukuran
dan Pemetaan

Lampiran

- 12 -



...

W+b.,.,.. 1IC_.' ,., ... ...t,......,. ~

I\Q),.~'''llunn(bn pt:mra;lU • (tIIII.lQltJ
IwnWarluullknll' A.tanI SerahTen liNn l~kl'lJ.anNumor .~..._._.,....
·t·n.u~lI.....".".

KClTANSI

_II«:
T"'99·1 :

ICAJlTOfI VLAYAH_ PRO"IISI_.
KANTOfI PERTAMAHAN ICAlMCOTA __

KUITANSI PEMBAYARAN

LAM PIRAN IX
PERATVRAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
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Materai secukupnya

.. , .

Saya menyatakan bahwa formuIir dan lampiran-lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisah dengannya dibuat dengan sebenar-benarnya, ApabiIa
dikemudian hari ditemukan bahwa saya memberikan pernyataan atau
keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi pencabutan
lisensi danj atau sanksi pidana lain sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

c.

Bersama ini terlampir :
a. . ..
b. . .

Mengajukan Permohonan untuk menjadi :
o Surveyor Pertanahan
o Asisten Surveyor Pertanahan

TempatjTanggai Lahir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama .
Alamat .

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
di
Tempat

Kepada Yth.

.......................................................
FORMULIR PENDAITARANSURVEYORBERLISENSI

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANGSURVEYORBERUSENSI

- 14 -



( ,
YANO MENOUKUHKAN SUMPAH

ROKHANIAWAN.

( , ( ,

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANO MENOUCAPKANSUMPAH
KEPALA BPN R1/ KEPALA KANTOR
WILAYAH BPN PROVlNS! .

Pada han mi. tanggal tahun .

saya dengan Keputusan Kepala Badan ""rtanahan Nasional

nomor tanggal tahun .

diangkat sebagai Surveyor / Aslsten Surveyor. telah mengucapkan sumpah

sebagai berikut:

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, balk 1angsung maupun tidak

langsung dengan rupa atau dalib apapun juga. tidak memberi atau

menyanggupi akanmemberi sesuaru kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan seoa dan taal kepada Negan Republik Indonesia;

Bahwa saya akan mcmcgang rahasia sesuaru yang menurut sifatnya atau

menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;

Bahwa dalam menjala.nkan profesi saya, saya senantiasa akan Icbih

mernentingkan kepentingan Negara dan pada kcpentingan saya sendiri,

seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa mcnjunjung tinggi kchormatan Ncgara. Pemcrintah

dan Profesi yang dipercaya kcpada saya;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cennat, semangat serta

bertanggungjawab seauai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan

negara dan masyarakat.

BERITA ACARA
PENOANOKATAN SUMPAH SURVEYOR BERUSENSI

DENGAN AGAMA ISLAM

LAMPlRAN XIA
PERATURAN KEPALA BAOAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOM OR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
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( ,
YANG MENGUKUHKAN SUMPAH

ROKHANIAWAN.

( , ( ,

SUMPAH OIUCAPKAN 01 HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPAV. BPN rut KEPALA KANTOR
WIV.YAH BPN PROVINSI •...•..••••...•

Pada han ini, tanggal labun .
saya dengan Keputusan KepaIa Badan Pertanaban Nasional
nomor tanggal .......................••.... tahun .
diangl<atsebagai Surveyor t Aaisten Surveyor. telah mengucapkan sumpah
sebagaiberikut:
-SAYA 8ERSUMPAH"
Bahwa Saya. untuk diangl<atpada profesi ini, baik Iangaungmaupun tidak
Iangsuog dengan rupa atau daIih apapun jl.lg8. tidak memberi atau
menyanggupiakan memberi sesuatu kepada siapapun jl.lg8.Babwa saya akan

setla dan taat kepada Negan RepublikIndonesia;
8ahwa saya akan memegang rahasia sesuaru yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundangan harus saya rahasiekan;
8ahwo dalam menjaJonkan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
mementingl<ankepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
scseorangatau golongan;
Babwa saya senantiasa menjunjung tinggi keho.nnatan Negara. Pemerinlab
dan Profesiyang dipercayakepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat scrta
bertanggungjawabSCIUaidengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negaradan masyarakat.

8ERITA ACARA
PENGANGKATANSUMPAH SURVEYOR8ERUSENSI

OENGAN AGAMA KRlSTEN PROTESTAN

V.MPIRAN XlB
PERAnJRAN KEPALA BAOAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

- 16-



( )

YANOMENOUKUHKANSUMPAH
ROKHANIAWAN.

( " " , " " ( ,", ,., ,

SI1MPAH DIUCAPKAN 01 HADAPAN YANOMENOUCAPKANSUMPAH
KEPALA BPN RJI KEPALA KANTOR
W1LAYAHBPNPROVINSI ..

Pada han ini , " ,,' tanggal tahun ..
saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Naaional
nomor tanggal tabun ..
diangkat sebagal Surveyor I Asiaten Surveyor. telah mengucapkan sumpah
sebagaiberikut:
·SAYABERJANJI"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, balk langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau dalih apnpun juga. tidak memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepnda siapapun juga.
Bahwa sayaakan setia dan taat kepada Nepra RepublilcIndonesia;
Bahwa saya akan mernegang rahasia sesuaru yang menurut $ifatnya atau
rnenurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi eaya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dan pada kepentingan saya sendiri,

seseorangatau golonpn;
Bahwa saya senantiasa menjUl'ljung tinggi kebormatan Nepra. Pemenntab
dan Profesiyang dipercaya kepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengon jujur, tertib. cermat, semangat serta
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negaradan maayarakat.

BERJTAACARA
PENOANOKATANSUMPAHSURVEYORBERUSENSI

DENOANAOAMAKATOUK

LAMPlRANXlC
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBUKINDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANOSURVEYORBERUSENSI
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( )

YANGMENGUKUHKANSUMPAH
ROKHANIAWAN,

( ) ( )

SUMPAH DIUCAPKAN01 HADAPAN YANGMENGUCAPKANSUMPAH
KEPALA BPN Rlt KEPALA KANTOR
WILAYAHBPNPROVINSI .

Pada han ini, tanggal tahun .

saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor tanggal tahun .

diangkat sebagai Surveyor t Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagaiberikut:
"OMATAHpARAMAWISESASAYABERSUMPAH"

Bahwa.Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau daIih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupiakan memberi sesuatu kepadasiapapunjuga;
Bahwasayaakan setiadan taat kepadaNegaraRepublik Indonesia;
Bahwa saya akan memegangrahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundanganharus sayarahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi saya. saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dan pada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
dan Profesiyangdipercayakepadasaya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
bertanggungjawabsesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negaradan masyarakat.

BERITAACARA
PENGANGKATANSUMPAHSURVEYORBERLISENSI

DENGANAGAMAHINDU

LAMPlRANXlD
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBLIKINDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANGSURVEYORBERLISENSI
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( )

YANGMENGUKUHKANSUMPAH
ROKHANIAWAN,

( ) ( )

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANGMENGUCAPKANSUMPAH
KEPALA BPN RJ/ KEPALA KANTOR
WlLAYAHBPNPROVINSI .

Pada hari ini, tanggal tahun .
saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionaJ
nomor tanggaJ............•................ tahun •..............••.
diangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagaiberikut:
'DEMI SANGHYANGADI BUDHA,SAYABERSUMPAW
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profeoi ini, baik Iangsung maupun tidak
Iangsung dengan rupa atau daJih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupiakan memberisesuatu kepadasiapapunjuga.
Bahwasayaakan setia dan taat kepadaNegaraRepublik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundanganharus saya rahasiakan;
Bahwa daJam menjaJankan profesi saya, saya senantiasa akan Iebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
seseorangatau goIongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehonnatan Negara, Pemerintah
dan Profesiyang dipercayakepadasaya;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, lOrtib, cennat, semangat serta
bertanggungjawabsesual dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negaradan masyarakat.

BERITAACARA
PENGANGKATANSUMPAHSURVEYORBERUSENSI

DENGANAGAMABUDHA

LAMPIRANXlE
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONALREPUBUKINDONESIA
NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANGSURVEYORBERLISENSI
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KANTOR JASA SIJRVEYOR BERLISENSI
AMIN SIJBROTO dan REKAN

No. Lisensi : 12345
Jln. Batu Tulis NO.5MaJang.TeIp: 536068. Fax: 536069

KOP SIJRAT KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

L.AMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHIJN 2013
TENTANG SIJRVEYOR BERLISENSI
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Nemer Usens! : 12346
Sumo Prawiro

STEMPEL. SURVEYOR BERL.ISENSI

LAMPlRAN XlU
PERATlJRAN KEPALA BAOAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANO SURVEYOR BERUSENSI
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diameter - 3 em

_ Uoeruoi: 12345

Rekan

STEMPEL KANTOR JAM SURVEYOR BERUSENSI

L.AMPlRAN XIV
PERATURAN KEPAL.A BAOAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANO SURVEYOR BERLISENSI

- 22-
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